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Abstract: Implementation Program “Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)” in 
Developing Micro, Small and Medium Enterprises (Study in the Dinas Koperasi, Energi 
Mineral, Industri dan Perdagangan and Bappeda Probolinggo). The research is based by 
problems of UMKM in the field of marketing so need for policies to assist the development of 
UMKM in marketing their products. One of the policies that are made is through the Morning 
program on Panglima Sudirman Street (MPS2). The research method used descriptive research 
with qualitative approach. The results of this research showed that policy implementation MPS2 
sourced from Probolinggo Mayor with the originator of that unit Bappeda. Policy models that 
happen to be top down and bottom up since the policy came from the superior, but also the people 
involved at the time of the meeting to provide input to the government. Factors supporting the 
implementation of the policy is effective communication MPS2 each actor, the attitude of the 
people who are enthusiastic and UMKM entrepreneurs who continue to create. Meanwhile the 
more technical inhibiting factor like place and time limited parking ordering and arrangement. 
The suggests from this research is that more active dissemination of the mindset that the UMKM 
entrepreneurs in MPS2 promotional event they are better able to develop relationships and the 
need for firmness between SKPD to remind each other in the inclusion of a number of stand on 
free food coupons 
Keywords: policy implementation, program MPS2, UMKM 
Abstrak: Implementasi Program “Morning On Panglima Sudirman Street (MPS2)” dalam 
Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Dinas Koperasi, Energi 
Mineral, Industri dan Perdagangan dan Bappeda Kota Probolinggo). Penelitian ini dilandasi 
oleh permasalahan UMKM pada bidang pemasaran sehingga perlu adanya kebijakan untuk 
membantu perkembangan UMKM dalam memasarkan hasil produksi. Salah satu kebijakan yang 
dibuat yaitu melalui program Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2). Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan implementasi program MPS2 bersumber dari Walikota 
Probolinggo dengan satuan kerja penggagas yaitu Bappeda. Model kebijakan yang terjadi bersifat 
top down dan bottom up karena kebijakan berasal dari atasan, namun masyarakat juga dilibatkan 
pada saat rapat untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Faktor pendukung dalam 
implementasi kebijakan MPS2 adalah komunikasi yang efektif setiap aktor, sikap masyarakat yang 
antusias dan pengusaha UMKM yang terus berkreasi. Sedangkan faktor penghambatnya lebih 
bersifat teknis sepert tempat dan waktu yang terbatas dan penataan tempat parkir. Saran dalam 
penelitian ini yaitu bahwa diperlukan sosialisasi lebih giat mengenai pola pikir pengusaha UMKM 
agar dalam ajang promosi MPS2 mereka lebih mampu mengembangkan relasinya dan perlunya 
ketegasan antar SKPD untuk saling mengingatkan dalam pencantuman nomor stand pada kupon 
sembako gratis. 
Kata kunci: implementasi kebijakan, program MPS2, UMKM 
 
 
 
Pendahuluan  
Indonesia sejak mengalami krisis ekonomi 
yang berkepanjangan masalah publik yang 
terkait dengan kebijakan publik makin disorot. 
Sementara itu, di sisi lain Indonesia perlu 
dorongan untuk melakukan penyempurnaan 
mekanisme politik melalui perundangan otonomi 
dan desentralisasi. Penyempurnaan mekanisme 
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politik dilakukan dengan usaha keras melalui 
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik 
(good governance) dalam bingkai masyarakat 
sipil yang efektif (civil society). 
Kebijakan publik yang dilakukan pe-
merintah harus dapat meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masya-
rakat dapat dikatakan meningkat apabila kondisi 
kesejahteraannya lebih baik dari pada 
sebelumnya. Kebijakan publik dapat dilakukan di 
bidang ekonomi salah satunya dengan 
mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM). Hal itu karena UMKM 
menjadi tulang punggung penyediaan tenaga 
kerja, sangat fleksibel sehingga mampu bertahan 
dari krisis moneter. UMKM perlu terus 
ditingkatkan agar dapat bertahan dan menjadi 
jantung perekonomian Indonesia. UMKM di 
Indonesia tumbuh cukup menggembirakan dan 
mampu menjadi dinamisator dan stabilisator 
perekonomian Indonesia. 
Berdasarkan data Dinas  Koperasi dan 
Perindustrian Perdagangan Kota Probolinggo 
dari tahun 2009 sampai tahun 2013 jumlah 
UMKM meningkat sebesar 711 usaha. Hal ini 
dipengaruhi oleh upaya pemerintah Kota 
Probolinggo yang secara intensif mendorong dan 
memfasilitasi tumbuh kembangnya UMKM di 
Kota Probolinggo. Kendala yang dihadapi oleh 
UMKM Kota Probolinggo merupakan masalah 
klasik yaitu terbatasnya dana dan pemasaran. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
Pemerintah Kota Probolinggo membuat suatu 
kebijakan melalui sebuah program dengan 
sebutan Morning On Panglima Sudirman Street 
yang kemudian dalam penulisan ini akan 
disingkat menjadi MPS2. MPS2 diatur dalam 
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 
Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan 
Panglima Sudirman/Morning Panglima 
Sudirman Street. MPS2 merupakan suatu 
program berbasis ekonomi kerakyatan yang 
melibatkan UMKM yang ada di Probolinggo 
guna untuk membantu akses pemasaran bagi 
pengusaha UMKM di Kota Probolinggo untuk 
menawarkan produknya. Tujuan MPS2 untuk 
melatih masyarakat Kota Probolinggo agar lebih 
kreatif dan inovatif. Selain itu, juga mendorong 
untuk tumbuhnya partisipasi masyarakat. 
Ide awal digelarnya MPS2 memang 
bertujuan untuk mengembangkan kreasi dan 
inovasi masyarakat Kota Probolinggo dan 
membantu para pengusaha UMKM untuk dapat 
meningkatkan pemasaran produknya.  
Pelaksanaan MPS2 melibatkan sejumlah aktor 
yang terdiri dari semua SKPD di Kota 
Probolinggo, swasta, dan masyarakat. MPS2 
dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan tema 
yang berbeda-beda disesuaikan dengan momen 
pada bulan tersebut. MPS2 digagas oleh 
Walikota Probolinggo dan Bappeda sebagai 
wadah untuk menciptakan Kota Probolinggo 
menjadi lebih berkembang terutama bagi 
UMKM Kota Probolinggo. Sementara itu 
program pelaksanaan MPS2 juga masih perlu 
dikaji bagaimana program atau langkah 
selanjutnya. Pengkajian itu dilakukan untuk 
melatih kemandirian pelaku UMKM agar tidak 
terus bergantung kepada pemerintah. Namun, 
kendala dalam MPS2 selama ini yang sering 
dihadapi yaitu masalah tempat dan waktu. Oleh 
karena itu, maka penulis merumuskan masalah 
tentang implementasi Morning On Panglima 
Sudirman Street dalam mengembangkan UMKM 
di Kota Probolinggo dan faktor penghambat dan 
faktor pendukungnya. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu untuk men-deskripsikan dan 
menganalisis implementasi Morning On 
Panglima Sudirman Street dalam 
mengembangkan UMKM dan faktor penghambat 
dan faktor pendukung. 
 
Tinjauan Pustaka  
Keban (2004, h.3) mengutip pendapat 
Chander dan Plano bahwa administrasi publik 
didefinisikan sebagai “proses dimana sumber 
daya dan personal publik diorganisir untuk 
memformulasikan, mengimplementasikan, dan 
mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam 
kebijakan publik”. Pasolong (2008, h.8) 
mengutip pendapat Nicholas Henry men-
definisikan administrasi publik adalah suatu 
kombinasi yang kompleks antara teori dan 
praktik, dengan tujuan mempromosikan 
pemahaman terhadap pemerintah dalam 
hubungannya dengan masyarakat yang diperintah 
dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih 
responsif terhadap kebutuhan sosial. Kebutuhan 
sosial yang responsive dapat dilakukan oleh 
pemerintah melalui upaya implementasi 
kebijakan. 
Menurut Abdul-Wahab (2012, h.135) 
“implementasi kebijakan dapat dipandang 
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan 
kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-
Undang, peraturan pemerintah, keputusan 
peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit 
presiden)”. Berdasarkan pengertian im-
plementasi kebijakan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi 
menurut pendapat Van Meter dan Van Horn 
yang dikutip oleh Abdul-Wahab (2012, h.165) 
dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang 
dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 
implementasi, yaitu: ukuran dan tujuan 
kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri 
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atau sifat badan atau instansi pelaksana, 
komunikasi antarorganisasi terkait dengan 
kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para 
pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan 
politik 
Dalam mengimplementasikan kebijakan 
agar tujuan yang dikehendaki tercapai maka 
perlu memahami teori yang mendasari kebijakan 
publik agar kebijakan itu tepat. Dalam penelitian 
ini, teori implementasi yang digunakan yaitu 
teori hybrid. Model hybrid dikemukakan oleh 
Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2011, h.634) 
yang menyatakan bahwa “model Grindle 
ditentukan oleh isi kebijakan yang mencakup 
kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, 
jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat 
perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat 
kebijakan, (siapa) pelaksana program, dan 
sumber daya yang dikerahkan dan konteks 
implementasinya mencakup kekuasaan, 
kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 
karakteristik lembaga dan penguasa, dan 
kepatuhan dan daya tanggap. Ide dasarnya adalah 
setelah kebijakan di-transformasikan, barulah 
implementasi kebijakan dilakukan. 
Keberhasilannya d-itentukan oleh derajat 
implementability dari kebijakan tersebut”. 
Setelah kebijakan diimplementasikan maka perlu 
adanya pemberdayaan sebagai upaya 
memberdayakan masyarakat agar terlibat dalam 
suatu implementasi kebijakan. 
Menurut Suhendra (2006, h.74-75) 
“Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang 
berkesinambungan, dinamis, secara sinergis 
mendorong keterlibatan semua potensi yang ada 
secara evolutif, dengan keterlibatan semua 
potensi. Pemberdayaan masyarakat dapat 
diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam 
upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui 
pemberdayaan masyarakat, organisasi mampu 
menguasai atau berkuasa atas kehidupannya 
untuk semua aspek kehidupan politik,  ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan 
dan sebagainya. Prinsip-prinsip pengembangan 
masyarakat menurut Jim Ife yang dikutip oleh 
Suhendra (2006, h.88) adalah self reliance yaitu, 
dengan menambahkan percaya diri dalam 
pengembangan masyarakat, diupayakan 
penggunaan sumber-sumber setempat: ke-
uangan, teknik, sumber alam maupun sumber 
daya manusia. Semakin lama masyarakat 
semakin tidak tergantung pada sumber-sumber 
dari luar dan akan menjadikan masyarakat 
semakin percaya diri. Indefendence from the 
state yaitu menekankan pada kemampuan 
otonomi dan kepercayaan diri pada masyarakat 
dan meminimalkan bantuan dana dari 
pemerintah. Apabila kondisi ini dapat tercipta 
maka pembangunan telah dilaksanakan dari 
rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Immediate 
goals and ultimate visions yaitu selalu ada 
hubungan dan saling ketergantungan antara 
tujuan segera dan tujuan visioner. Tujuan jangka 
pendek dan jangka panjang ini merupakan hal 
penting dan esensial yang sejalan. 
Sebagai kebijakan publik yang mengem-
bangkan UMKM maka pengertian UMKM 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dalam Pasal 1 yang berbunyi usaha 
mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan 
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha 
menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
Menurut Panji Anoraga dan Djoko 
Sudantoko (2002, h.25), kelebihan yang dimiliki 
oleh usaha kecil dibanding sektor usaha lain 
adalah usaha kecil beroperasi menyebar 
diseluruh pelosok dengan berbagai ragam bentuk 
usaha. Hal ini karena banyak usaha kecil timbul 
untuk memenuhi permintaan (aggregate 
demand) yang terjadi di daerah regionalnya. 
Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal 
aktiva tetap pada tingkat yang rendah. Sebagian 
besar modal terserap pada kebutuhan modal 
kerja. Sebagian besar usaha kecil dikatakan padat 
karya (labor intencive) yang disebabkan 
penggunaan teknologi yang sederhana. 
Kebijakan mengembangkan UMKM dapat 
dilakukan melalui program Morning on 
Panglima Sudirman Street (MPS2), yaitu suatu 
kegiatan di Jalan Panglima Sudirman yang 
merupakan agenda rutin berkelanjutan setiap 3 
bulan sekali kegiatan dengan tema sesuai dengan 
event hari besar nasional, hari besar keagamaan 
dan atau peringatan hari-hari khusus pada bulan 
yang bersangkutan. Menurut Peraturan Walikota 
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Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 Tentang 
Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman 
“Morning On Panglima Sudirman Street 
(MPS2)” maksud di-selenggarakannya “Morning 
On Panglima Sudirman Street ” (Pagi di Jalan 
Panglima Sudirman) untuk menggerakkan 
perekonomian masyarakat Kota Probolinggo. 
Sedangkan tujuan “Morning On Panglima 
Sudirman Street ” (Pagi di Jalan Panglima 
Sudirman) antara lain memberikan kesempatan 
kepada pelaku usaha (UMKM-PKL) untuk 
mengembangkan pemasaran produknya dan 
mengembangkan kreatifitas dan inovasi 
masyarakat Kota Probolinggo. 
Manfaat yang dapat diambil dari 
penyelenggaraan “Morning On Panglima 
Sudirman Street” (Pagi di Jalan Panglima 
Sudirman) antara lain meningkatnya kegiatan 
perekonomian daerah yang berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pen-
dapatan masyarakat khususnya UMKM-PKL, 
memacu masyarakat Kota Probolinggo untuk 
berpikir kreatif dan inovatif, dan meningkatnya 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota 
Probolinggo. 
 
Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut 
Suyanto (2008, h.166) yang mengutip pendapat 
Bogman dan Taylor bahwa metodologi kualitatif 
adalah penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun 
tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari 
orang-orang yang diteliti.   
Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Implementasi Morning on Panglima 
Sudirman Street untuk meningkatkan 
pemasaran hasil produksi, imple-
mentasinya dapat dilihat melalui sumber 
dan tujuan kebijakan, aktor atau pelaku dan 
komunikasi antar organisasi, dukungan dari 
publik, dan pelaksanaan pengembangan 
MPS2 
2) Perkembangan UMKM dengan adanya 
program MPS2 yang dilihat dari jumlah 
pendapatan, jumlah pegawai UMKM, dan 
jangkauan pemasaran produk 
3) Faktor penghambat dan faktor pendukung 
dalam menerapkan MPS2 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana 
peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya 
dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini 
lokasi yang dipilih adalah di Pemerintah Kota 
Probolinggo. Situs penelitian adalah tempat 
dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan 
sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun 
yang menjadi situs dalam penelitian ini di Dinas 
Koperasi, Energi Mineral, Industri dan 
Perdagangan dan Bappeda Kota Probolinggo. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis 
“model interaktif” oleh Miles dan Huberman. 
Ada 3 hal yang dilakukan yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Sedangkan untuk menganalisis faktor 
penghambat dan faktor pendukung, penulis 
menggunakan model analisa data Force Field 
Analysis oleh Kurt Lewin. Ada 3 tahapan yang 
dilakukan yaitu unfreezing, moving, dan 
refreezing. 
 
Pembahasan  
1. Implementasi Morning on Panglima 
Sudirman Street untuk meningkatkan 
pemasaran hasil produksi 
Dalam program MPS2 Walikota me-
rupakan leading sector yang sangat berperan 
dan harus mengkoordinasikan beberapa SKPD 
terkait. Ide awal kebijakan berasal dari 
Walikota Probolinggo bersama dengan Kepala 
Bappeda dengan tujuan untuk membuat para 
pengusaha UMKM lebih kreatif dan inovatif. 
Ide tersebut kemudian disosialisasikan kepada 
setiap kepala instansi dan perwakilan paguuban 
serta pihak-pihak lain seperti swasta untuk ikut 
mendukung acara MPS2. Kedudukan Walikota 
sebagai pembuat kebijakan telah melahirkan 
sebuah Peraturan Walikota. Pelaksanaan MPS2 
ini kemudian dikaji dan dijelaskan di dalam 
Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 
Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima 
Sudirman “Morning on Panglima Sudirman 
Street (MPS2)”. Secara teknis kebijakan 
program MPS2 pada setiap pelaksanaannya 
Walikota menunjuk salah satu SKPD sebagai 
koordinator acara. Koordinator acara MPS2 
setiap episode memang berbeda-beda karena 
disesuaikan dengan tema yang akan diambil 
dan momen pada bulan pelaksanaan. MPS2 
kebijakannya bersumber pada Walikota dan 
kedudukan pembuat kebijakan sebagai 
Walikota. Namun, dalam hal teknis pada saat 
rapat juga melibatkan masyarakat dan aktor 
lain sehingga terjadi komunikasi dua arah 
sesuai dengan teori hybrid yang meng-
kombinasikan model top down dan bottom up. 
Selanjutnya menurut Soenarko (2005, h.186-
187) faktor keberhasilan kebijakan di-
pengaruhi oleh isi dan tujuan kebijakan 
haruslah dimengerti secara jelas lebih dahulu. 
Hal ini sesuai Perwali Nomor 17 Tahun 2009 
Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima 
Sudirman telah disebutkan tujuan kegiatan 
MPS2 secara jelas diantaranya memberikan 
kesempatan kepada pelaku usaha (UMKM-
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PKL) untuk meningkatkan pemasaran 
produknya dan mengembangkan kreasi dan 
inovasi masyarakat Kota Probolinggo. 
Aktor yang terlibat pada pelaksanaan 
MPS2 meliputi sejumlah SKPD se Kota 
Probolinggo, swasta, dan pelaku UMKM 
karena pelaksanaan MPS2 ini bertujuan untuk 
meningkatkan partisipasi guna mengem-
bangkan UMKM. Semakin banyak kalangan 
yang terlibat maka semakin banyak pula 
penonton yang hadir sehingga acara ini dapat 
dimaksimalkan. Selain itu, partisipasi yang 
tinggi mencerminkan bahwa masyarakat 
antusias terhadap kebijakan yang dibuat oleh 
Pemerintah Kota. Pada implementasi program 
MPS2, Pemerintah Kota juga telah melakukan 
sosialisasi kepada semua aktor seperti 
Sekretaris Daerah, masyarakat, maupun 
stakeholder. Sosialisasi dilakukan agar aktor 
yang terlibat mengetahui apa kegiatan yang 
akan dilakukan pada acara MPS2. Selain itu, 
sosialisasi juga digunakan sebagai media 
pengumuman agar masyarakat tahu kapan 
pelaksanaan MPS2 selanjutnya. Dalam hal ini 
diperlukan peran media masssa agar informasi 
yang disampaikan dapat tersebar dengan luas. 
Sosialisasi juga dilakukan secara tidak 
langsung seperti menggunakan media radio, 
internet, spanduk, dan poster. Sosialisasi 
dilakukan agar masyarakat mengetahui apa 
sebenarnya tujuan dan maksud dari kebijakan 
MPS2. Pada pelaksanaan MPS2 anggaran 
sudah ditetapkan melalui APBD Kota 
Probolinggo sehingga setiap SKPD setiap 
tahunnya sudah menganggarkan untuk 
pelaksanaan MPS2 empat kali dalam setahun. 
Setiap SKPD kota Probolinggo sudah 
menganggarkan Rp.5.000.000,00 sampai Rp. 
10.000.000,00 per episode. Namun, setiap 
SKPD tidak boleh menganggarkan melebihi 
Rp. 10.000.000,00 dalam satu kali episode. 
Dukungan dari pemerintah untuk program 
MPS2 dapat dilihat dari usaha Pemerintah Kota 
dalam menyediakan fasilitas untuk kegiatan 
MPS2 seperti penyediaan tenda/ stand dan 
tidak adanya pungutan atau pajak untuk 
menempati stand tersebut sehingga para 
pengusaha UMKM hanya tinggal menempati 
stand yang telah disediakan oleh Pemerintah. 
Dukungan dari Ketua Paguyuban juga terlihat 
dari bagaimana Ketua Paguyuban selalu 
mengkoordinasi setiap pengusaha UMKM 
untuk terus berkreasi dalam membuat produk 
serta mengembangkan pemasarannya karena 
acara MPS2 mampu memberikan keuntungan 
lebih bagi pengusaha UMKM sendiri. 
Dukungan juga diperoleh dari masyarakat atau 
penonton agar MPS2 selalu digelar karena 
acara MPS2 juga dapat dikatakan sebagai 
hiburan dikala pengunjung berlibur. 
Untuk terus mengembangkan UMKM 
perlu adanya upaya pengembangan MPS2 pula 
agar penonton yang hadir semakin antusias. 
Pemerintah membuat sebuah acara hiburan 
untuk menjadikan MPS2 sebagai tempat 
berkumpul keluarga di minggu pagi. Hiburan 
yang disuguhkan berupa pagelaran seni yang 
ditampilkan oleh setiap SKPD. Acara lain juga 
adanya car free day sehingga untuk minggu 
pagi penonton yang hadir cukup berjalan kaki 
dan kendaraan bermotor dilarang melintas di 
Jalan Panglima Sudirman selama MPS2 
berlangsung. Selanjutnya juga diadakan 
sosialisasi agar pada ajang promosi MPS2 
pengusaha UMKM lebih kreatif dan inovatif 
karena MPS2 sebenarnya untuk merangsang 
pengusaha UMKM untuk memperluas jaringan 
atau relasinya sehingga bukan hanya pada 
acara MPS2 saja konsumen membeli barang 
produksinya, namun untuk keber-lanjutan. 
 
2. Perkembangan UMKM dengan adanya 
program MPS2 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Diskoperindag pada tahun 2009 jumlah omzet 
yang diperoleh oleh UMKM Kota Probolinggo 
sebesar Rp. 1.242.001.114,00 dan pada tahun 
2013 mencapai Rp. 2.512.595.060,00. Hal ini 
menunjukkan bahwa program MPS2 mampu 
mendongkrak UMKM Kota Probolinggo dari 
segi pendapatan atau omzet yang diperoleh. 
Sementara itu, untuk pendapatan UMKM 
sendiri pada saat MPS 2 mampu mencapai 
Rp.2.00.000.00 dan yang paling sering diminati 
jenis barang seperti batik manggur, kerajinan 
tangan, aksesoris, dan kaos-kaos. Melalui acara 
MPS2 perekonomian kota terus berputar, 
banyak partisipan yang terlibat sehingga arus 
keuangan pun berputar cepat. MPS2 dirasa 
sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM 
karena pada saat acara MPS2 digelar, 
keuntungan yang meraka peroleh bisa 
mencapai 2 atau 3 kali lipat dibanding hari 
biasa. Hal ini terjadi karena konsumen dan 
pengunjung yang hadir pada hari itu mencapai 
ribuan maka otomatis omzet yang diperoleh 
UMKM juga meningkat. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Diskoperindag mulai tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 jumlah pegawai UMKM 
telah meningkat sebanyak 4.904 orang. Pada 
tahun 2009 jumlah UMKM mencapai 4.793 
orang sedangkan pada tahun 2013 telah 
mencapai 9.697 orang. Pertambahan jumlah 
pegawai UMKM dipengaruhi oleh UMKM 
yang semakin berkembang. UMKM dapat 
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berkembang karena produksi mereka 
bertambah dan pemasarannya semakin luas 
sehingga membutuhkan SDM yang cukup.  
MPS2 telah mampu meningkatkan peminat 
UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif 
sehingga semakin lama jumlah tenaga yang 
diperlukan akan bertambah. Sesuai dengan isi 
teori Grindle melalui jenis manfaat yang 
dihasilkan dan derajat perubahan yang 
diinginkan bahwa pelaksanaan MPS2 
memberikan manfaat dan dampak positif 
terhadap perkembangan UMKM. 
Perubahan yang terjadi dapat dilihat pada 
kondisi sebelum adanya MPS2 dan sesudah 
adanya MPS2. Sebelum program MPS2 
diimplementasikan, pemasaran produksi 
UMKM sangat terbatas dan kurang dikenal. 
Pemasaran produksi mereka hanya dikenal di 
kawasan lokal saja. Setelah program MPS2 
dijalankan sejak tahun 2009, perlahan-lahan 
UMKM mampu mengembangkan usahanya. 
Produksi yang dikembangkan oleh UMKM 
lebih dikenal dan pemasarannya dapat keluar 
kota. Pengusaha UMKM dalam bidang tekstil 
dan bordir contohnya, mereka mampu 
menggunakan acara ini sebagai kesempatan 
untuk meningkatkan promosi usahanya. 
Produksi tekstil dan bordir Kota Probolinggo 
telah mampu dipasarkan sampai Palangkaraya 
dan omzet yang diperoleh juga berkisar 
puluhan juta per pekan.  
 
3. Faktor Penghambat dan faktor pendukung 
Faktor penghambat yang terjadi di lapangan 
diantaranya tempat dan waktu yang terbatas, 
penataan tempat parkir kendaraan bermotor, 
pencantuman nomor stand pada kupon sembako 
gratis, pola pikir pengusaha UMKM yang masih 
menganggap produksi besar-besaran. Faktor 
pendukungnya di-antaranya komunikasi yang 
efektif di antara para aktor, sikap masyarakat 
yang selalu aktif hadir, dan UMKM yang selalu 
berkreasi dan berinovasi. 
Berdasarkan analisis Force Field Analysis, 
tahapan unfreezing terlihat Pemerintah Kota 
Probolinggo dengan SKPD penggagas yaitu 
Bappeda melakukan perubahan yaitu   kondisi  
UMKM  yang      mengalami kesulitan      dalam  
 
 
memasarkan produk karena kurangnya jaringan  
sehingga Pemerintah Kota membuat kebijakan 
dengan mengadakan program MPS2. Tahapan 
moving terlihat pada keterlibatan secara aktif 
dilakukan oleh semua aktor dan setiap aktor 
berpartisipasi dengan menyuguhkan acara sesuai 
dengan arahan Pemerintah Kota dan  
partisipasinya tinggi dan antusias untuk 
menghadiri acara MPS2 bahkan pengunjung 
yang hadir juga ada dari luar kota, maka hasil 
produksi UMKM Kota Probolinggo mampu 
mencapai pemasaran luar kota. Pada tahapan 
terakhir yaitu refreezing kebijakan mulai stabil 
dan MPS2 selalu diadakan secara berkelanjutan 
setiap 3 bulan sekali. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan implementasi MPS2 merupakan 
program 3 bulanan yang dikoordinatori oleh 
salah satu SKPD dengan koordinator yang 
berbeda-beda setiap pelaksanaannya. Sumber 
kebijakan MPS2 berasal dari Kebijakan 
Pemerintah Kota Probolinggo yang telah diatur 
dalam Perwali Nomor 17 Tahun 2009 Tentang 
Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman. 
Aktor yang terlibat pada pelaksanaan MPS2 
berasal dari Pemerintah, swasta, dan pengusaha 
UMKM yang diatur melalui paguyuban UMKM. 
Dukungan yang diperoleh begitu besar baik dari 
Pemerintah Kota yang telah memberikan 
fasilitas, ketua paguyuban yang berkoordinasi 
dengan SKPD untuk meng-gerakkan UMKM, 
pengusaha UMKM yang terus inovatif dan 
pengunjung yang selalu ramai untuk hadir pada 
acara MPS2. Perkembangan program MPS2 
dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan 
menampilkan acara kesenian yang dilakukan 
oleh semua SKPD agar penonton yang hadir 
semakin tertarik. 
Omzet pelaku UMKM mengalami kenaikan 
begitu juga dengan pegawai yang dipekerjakan 
dan jangkauan pemasarannya pun semakin luas. 
Faktor penghambat yang muncul yaitu 
permasalahan teknis dan faktor pendukungnya 
adalah komunikasi yang efektif dan dukungan 
dari UMKM yang selalu berkreasi. 
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